PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR
UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Permnbangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional
Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, perlu membentuk Badan
Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional
Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah; o

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubalt beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria
sebagai  Tbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) schagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 108, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia
Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234}; N

7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang-
Kebandarudaraan {Lembaran Negara Republik IndonéjSia
Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4146);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara. Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2006 tentang Penyertaan Modal Daerah {(Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri B
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Normor
29);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 46);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Rarat Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar
Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 79);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117}

?

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS] JAWA BARAT

Menctapkan

DAN
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA
INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1

10.

11.

12.

13.

. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat,
2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

- Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
-Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

.Badan Usaha Milik Daerah yang sclanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya
paling kurang 51% (lima puluh satu persen} dimiliki oléh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukt@m
Perusahaan Daerah atau Perserocan Terbatas, :

.Bandar Udara Internasional Jawa Barat adalah ag'sget

Pemerintah Provinsi Jawa Barat vang terletak di Kabupat:én _
Majalengka., B

- Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan vang ditetapkan dalam
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan
pelaksanaannya.

.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,

Direksi, dan Dewan Komisaris.

- Rapat Umum Pemegang Saham yvang selanjutnya disingkat

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan.

Direksi adalah Organ Perseroan yvang berwenang dan
bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun

di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas -
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus
serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal
Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah,

Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang
disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
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14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam

menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama

antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan

lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan

usaha/bhadan lain dengan suatu maksud, tujuan dan
imbalan tertentu.

. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen
Perseroan  untuk  berperanserta dalam  pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan vyang bermanfaat, baik bagi

Perseroan, kormunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.

—
o

16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh satu Persercan atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibaﬂ’(aﬁ
aktiva dan pasiva dari Persercan yang menggabungkanffdiri?
beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima
penggabungan, dan  selanjutnya status badan hukum
Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena
hukum. :

17. Peleburan adalah perbuatan hukum vang dilakukan oleh
dua Perseroan atau lebih untuk ineleburkan diri dengan
cara mendirikan satu Perseroan baru, yvang karena hukum
memperoleh  aktiva dan  pasiva dari  Perseroan yang
meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang
meleburkan diri berakhir karena hulum. I

18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
olehh  badan hukum atau orang persecorangan untuk
mengambilalih saham Perseroan. yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan
seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagilan aktiva dan
pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu
Perseroan atau lebih.

Bagian Kedua
Malksud dan Tujuan
Paragrafl 1
Malksud
Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara
internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity adalah untuk
melakukan pengusahaan Bandar Udara Internasional Jawa
Barat serta membangun dan mengembangkan Kertajati
Aerocity, meliputi perencanaan, pendanaan, pembangunan,
pengoperasian  dan pengelolaan, pemeliharaan serta
pengembangan.

Paragral 2
Tujuan
Pasal 3
Tuwjuan pembentukan BUMD  Pengelola Bandar Udara
Internasional Jawa Barat dan Kertajali Aerocity adalah :
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a. melaksanakan pengusahaan Bandar Udara Internasional

Jawa Baratl serta mengembangkan Kertajati Aerocity secara
berkelanjutan,;

. mengembangkan investasi Daerah;

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
. menggerakkan perekonomian Daerah; dE}n
. memberikan pelayanan kepada masyarakat.

o oo o

BAB 11
PEMBENTUKAN BUMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD Pengelola
Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati
Aerocity dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas.

{2) Pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, meliputi:

m

. nama Perseroan;

. tempat dan kedudukan;
NEeraca;

. kegiatan usaha;
modal dan saham;
organisasi; dan

H
i

H

R B I A X *2

kepegawaian. !
(3) Gubernur memproses pendirian Perseroan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

Bagian Kedua
|

Nama dan Logo Perseroan :

Pasal 5 j

(1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) hurufl a, adalah PT Bandarudara Internasional Jawa
Barat.

(2) Dalam hal nama perseroan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tidak mendapat persetujuan dar Kementerian
Hukum dan HAM, maka nama Perseroan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur untuk diusulkan kembali kepada
Kementerian Hukum dan HAM, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal ©
(1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan
nama panggilan (called name) dan  logo, deng&an
menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta
pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
(2) Nama panggilan (called name) dan logo Perseroan harus
memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi
Perseroan. o




